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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 

 

 

 

 

 

NOMOR  14 2005 SERI  D 

 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  GARUT 
 

 NOMOR   6   TAHUN   2005 
 

  TENTANG 
 

PEMECAHAN DESA-DESA DI WILAYAH KABUPATEN GARUT 
 

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 
SUBHANAHU  WATA’ALA 

 
BUPATI  GARUT, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan perkembangan keadaan, 
perkembangan teknis pemerintahan dan tuntutan 
pelayanan terhadap masyarakat serta ditunjang oleh 
prakarsa masyarakat sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, maka beberapa desa di 
wilayah Kabupaten Garut perlu dilakukan 
pemecahan/pemekaran desa;  

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4437); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4090); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 
Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah  Tahun 2000 Nomor 38); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan 
Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 39); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 
2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan 
Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan 
dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 
2003 Nomor 22);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

Dan 

B U P A T I   GAR U T 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TENTANG PEMECAHAN DESA-DESA DI 
WILAYAH KABUPATEN GARUT  
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BAB  I 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

7. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah sebagai 
lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan 
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan 
Kepala Desa. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah 
Kabupaten. 

9. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 

10. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa. 

11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar 
wilayah Desa-desa yang telah ada. 

12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada. 

13. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan dua Desa atau lebih 
menjadi Desa baru. 
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